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KECUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR: 18845/ 2 /1470 4.2/20. 4

TIENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA
KEPALA BADAN PENGLELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANCGAN DAERAH UNTUK

BERTINDAK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI RPONDOWOS(O),

Menanbang @ a. balwea Kepala Dacrah seloku Kepala Pemmerintah Daerah adalah

Mengingat

b

o

0.

Pemepang kekuasiann Pengelolann K- uanpan Daerah;

bahwi Xepala Dacrah seloku Pemegang ekuasaan Pengelolaan
Keuangan PDacrah dapat melimpahhan sebagian atau seluruh
kekuasaanaya kepadi Kepals Perangkat Daerah selaku Pejabat
Pengelolnan Keuangan Dacrah (PPKD) untuk bertindak sebagai
Bendahara Umum  Laernh (BUD) dan Pengelola  Anggaran
Pedapaian ‘an Belunjn Dacrah (APBD),

bahwa  ber lasarkan  pertmbanean sebagaimana  dimaksud
dalam hu=al o dar hural b, serta sebagai  pelaksanaan
wetentua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedo van Teknis “engelolaan Keuangan Daerah,
perlu nenctggkan  Keputmison  Bupati  tentang  Pelimpahan
Sebagian Kekdasaan Bupan Bondowoso kepada Kepala Badan
Peneclolan Keuangan dan Aset Dacerah Kabupaten Bondowoso
selaku Fejabat Pengelola Keuangan Deerah untuk Bertindak
scbagai Fendahara Umum Dacrah Tahun Anggaran 2024,

Undanz-Undang Nomor 17 Tabhun 2003 tentang Keuangan
Negarn;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara®

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah  sebagaimana  telah diubah ‘“eberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor © Tahun 2015;

. Undang-JUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Peqnerintnh Nomor 8 Tahun 2006 (entarg Laporan
Keuangan don Kinerja Instansi Penerintahy;

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tabur 2010 tentang Standar
Akuntansi Ferperimtohan;

. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolnan keuangan Daerah;

8.Peraturan...
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9, Peraturan Dacrah Kaovpawn Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016

tentang  Pembentukon  dan  Susunan  Perangkat Dacrah
Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Knabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Momor 6 Tahun 2023

tentang Anpgaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Ar.ggaran 2024,

11. Peraturan. Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang

Keduduknn, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Bacan Pengelolacn Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten
Bondoworio;

12. Peraturar. Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Menetapkan :
KESATU

KEDUA

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

: Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Bupati Bondowoso kepada

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan \set Daerah Kabupaten
Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keiangan Daerah untuk
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ‘fahun Anggaran 2024.

: Kepala Badan Pengelolaan Keunngan dan Aset Daerah Kabupaten

Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai

tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
dacrah;

b. menyusun rancangen Angparan Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dergan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang
berwenany:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2. menzesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah  (DPA-PD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Aaggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);
melekukan pengendalion pelaksanaan APBD;
mernberikan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem
pencrimaan dan pengeluaran kas daerah;

5. menztapikan Surat Penyediaan Dana (SPD);

6. menyiapkan pelaksanaa1 pinjaman dan pemberian

pinjamanr atas nama pemerintah da-rah;

7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

8. menyajikan informasi kevangan dacrah; dan

9. meleksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.
c. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD; dan
f. melaksanakan  tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso.
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KETIGA....
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KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di 3Bondowoso
Jada tanggal 2 jonuon 2024
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